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BUPATI

PROVINS LEBO% LU

I BENG

Mengingat

BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangka menjamin
hukum dan keamanar Daerah Kabupaten Lebong yang

kondusif dalam mend

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tental:a
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439);

2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahaq Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana teI?g
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20

Undang-Undang Nomor 1

Nomor 5249),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganarl

Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu‘n
7012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53195 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638);



_. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
" tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara

/

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pcraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcml')cntukx{n
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

tentang Pembentukan dan |
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten

2019 Nomor 5),

; 17. Peraturan Bupati Lebong |
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN
2020.

KESATU . Membentuk Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan
Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong Tahun 2020
dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten
Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tingkat Kabupaten Lebong;

2. Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Mengendalikan dan
Mengawasi Penanganan Konflik di Kabupaten Lebong;

3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya
Konflik dan upaya penangananya,

4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan
dini;

5. Merespon secara cepat dan menyelesaitkan secara damai
semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan
konflik;

6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan
pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan
rekonstruksi,;

7. Melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tingkat Kabupaten Lebong kepada Menteri melalui
Gubernur.

I

KETIGA Tim Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten ;

Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyal tugas sebagai berikut:




Penanganarl

1
Membanty Kelancaran Kerja Tim Terpadu
am hal

Konﬂl!( Sosial Tingkat Kabupaten Lebong, dal
2 beyediaan data dan administrasi;

' Meﬂgadakan Koordinasi antar
lingkungan Pemerintah Kabupaten
k?lancaran kerja Tim Terpadu Penanganafl
Tingkat Kabupaten Lebong.

akibat ditetapkannya Keputusan

a Dokumen Pelaksanaan Anggaran
antor Kesatuan Bangsa dan

Anggaran 2020.

Instansi terkait di

Lebong untuk
Konflik Sosial

KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul
Bupati ini dibebankan pad
Organisasi Perangkat Daerah K
Politik Kabupaten Lebong Tanun
um diatur dalam Keputusan Bupati ini

K
ELIMA s Haldal vare N | -
ai teknis pelaksanaannya diatur lebih

sepanjang mengen
lanjut oleh Ketua Tim.
.11 mmatal ‘periaku pada tanggal drietapkan

Desember 2020, dengan ketentuan

sampai dengan Bulan ' an
dapat kekeliruan akan diperbaiki

apabila dikemudian hari ter
sebagaimana mestinya.

~
Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 21 Januarl

‘4~ BUPATI LEBONG,}
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2020

}H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan Kepada :
: //’:) 1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
o dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta

2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

3. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta

g. }(tﬂﬁ IP{epaJ:a Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
7. ; . Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia di Jakarta
8

;? ¥$ Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Lebong
: . Komandan Kodim 0409 Rejan | Rei
0C g Lebong di R
12. Yth. Kepala KePohslan Resort Kabupaten Iibongejc?in TguLlfgong
% 2 Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong di Tubei
. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebone di Tubei
15. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Lebong di Tubej . o




),' H. ROSJONSYAH

PEHERINTEH KABUPATEN LEBONG
~ BAGIAN HUKUN




an Bupati Lebong
74 Tahun 2020

Lampiran II Keputus

1 | Kasubbag TU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lebong

ﬂ JABATAN STRUKTURAL

Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor
Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lebong

- Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum dan

HAM Setda Kabupaten Lebong
Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

7, BUPATI LEBONG,
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